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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, 

hal ini didasari berdasarkan pola terjadinya tindak pidana pencucian uang 

yang didahului terjadinya tindak pidana asal yang menghasilkan harta 

kekayaan, kemudian dilakukan proses pencucian baik dengan cara 

mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, membawa keluar negeri 

dan lain-lain. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian tidak akan pernah 

ada tanpa terlebih dahulu adanya tindak pidana asal yang merupakan 

syarat  terwujudnya tindak pidana pencucian uang, sehingga kedudukan 

tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (follow 

up crime) 

2. Rumusan Pasal 69 UU TPPU tentu menimbulkan implikasi hukum yang 

serius, pertama, rumusan Pasal 69 tersebut bertentangan dengan asas 

praduga tak bersalah (persumption of innocent). Pembuktian tindak 

pidana asal tidak diwajibkan, maka rumusan pasal tersebut berangkat dari 

satu paradigma bahwa seseorang tersebut dianggap telah melakukan 

tidak pidana asal, sehingga tidak perlu lagi pembuktian tindak pidana 

asal. Kedua, Pasal 69 tersebut bertentangan dengan prinsip pembuktian 

hukum pidana yaitu negatief wettelijk bwijstheorie. Berdasarkan teori 

tersebut selain dua alat bukti yang diperlukan juga mensyaratkan adanya 

keyakinan hakim, logikanya bagaimana mungkin keyakinan hakim bisa 
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timbul tanpa pembuktian tindak pidana asal yang merupakan syarat 

terwujudnya tindak pidana pencucian. Ketiga,  rumusan Pasal 69 tersebut 

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Seharusnya sesorang 

harus dipastikan terlebih dahulu memperoleh harta dari tindak pidana, 

baru kemudian seseorang dapat dijatuhkan pidana atas tindak pidana 

pencuian uang yang dilakukan apabila dilakukan transfer, 

membelanjakan, menghibahkan uang yang diperoleh dari tindak pidana 

tersebut. 

B. Saran 

1. Bahwa kedepannya Pemerintah dan DPR harus melakukan revisi 

terhadap rumusan Pasal 69 tersebut mengigat implikasi hukum yang 

ditimbulkan dari rumusan Pasal 69 tersebut sangat serius jika 

dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Serta  teori-teori 

maupun asas dalam dalam Hukum Acara Pindana. 

2. Bahwa jika dikemudian hari dengan dihapuskanya rumusan Pasal 69 

tersebut, menimbulkan khawatiran uang yang diperoleh dari kejahatan 

tersebut dapat dialihkan dalam jangka waktu yang cepat oleh pelaku. 

Maka formulasi Pasal 69 yang akan datang, untuk mencegah 

terjadinya hal tersebut, maka pembuktian tindak pidana asal dan 

tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pemerikasaan secara 

bersama-sama di pengadilan. 
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